
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH nNOKAT R PACTTAN 

FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TTNGKAT U PACTTAN 
NOMOR - 2 TAHUN 1999 

j ; TENTANG 

RAMBU-RAMBU LALU UNTAS. MARKA JALAN DAN ALAT FEMBERI 
ISYARAT LALU UNTAS DI KABUPATEN DAERAH TINQKATn 

I P A C I T A N 
i 

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
j BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT D PACITAN 

Menimbang : a. babwa gima ketertiban, kelancaran dan kcselamatan lalu Iblaa dao im^ilftn 
) jalan.makaperluad3nyapeiigahiranlalulintaspadaJalanKabiq>a 
I PropinsidanJalanNasional yang berada dalam Ibu Kota Kabiqialen oleb 
\ Pemerintah Kabtpaten Daerah Ungkat I I berdasaikan kewenmigan yang 
; diberikanoleh Feraturan Feruodmig-uQdaiigaD yang berlaku 

bl bahwa guna melaksanakan ketentuan pada hunif a diataa. maka perlu 
'} menet̂ pkan rambu-rambu lalu lintaa, marka jalan dan alat pemberi isyarat 
I lalu lintas dengan menuan̂ can dalam Feraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembeutukan Daerah-daerah . 
'. Ksimpatea dalam Un^mgan Fropinsi Jawa Timor; 

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 - tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
diDa^ah; 

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan; 

. 4. Undang-undaDgNomor8Tahunl981tentaDgHukumAcaraPid3na; 
\ • • '• 

5. Undang-undang Nomor 14 t^mn 1992 tentang Lalu Lintaa dan An^oitaD 
I Jalan; : 

6. Feraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan; 

7. Peratiaan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebngian 
j Uniaan Pemerintah dalam Bidmig Lalu Lintaa dan Anĝ mtan Jalan Kepada 
i Daerah Unseat I dan Daerah Unseat n ; 



1 • i 

i • - \ 

8. Feraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Lintaa Jalan; \ 

i • • • • •-
9. Feraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi; 1 
1 , i 

10. Xeputusan Menteri Paiiiibungan Nomor KM 60 tahun 1993 tentang Maika 
Jalan; • 

i ' ' ' 
I, • . • - • •• -

11. Keputusm Menteri Pehubungan Nomor KM 61 tahun 1993 tentang Rambu-
raikbu Lalu Lintaa Di Jalan; ^ 

I 

12. Keputuaan Menteri Ferhubungan N<»Qor KM 62 tahun 1993 tentang Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintaa; 

I • • 

13. Peratuntn Daerah Kabiqiaten Durah lln^cat R Pacitan Nomor 7 tahun 1988 
tentang Peoyidik Pegawai Negeri Sipit di Lin^oingan Pemerintah 
Kabigraten Daerah Ttngkat R Facitan; 

14. Peratuaa Daer^ Kabtqiatm Daerah Unseat R Facitaa Nomor 9 tahun 1995 
tentang Pendrentukan. Susunsc Oiganiaasi dan Tata Kerja Duiaa Lalu Lintaa 
dan An^oitan Jalan Daerah Kabiqraten Daerah Tin^cat R Facitan. 

Dengan Persetujuan Dewan Ferwaldlan Ralcyat Daerah Kabiq)at«n Daerah Tin^mf R 
Pacitan, ; 

\ M E M U T U S K A N 

Menetapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH UNGKAT R 
PACTTAN TENTANG RAMBU-RAMBU LALU UNTAS, MARKA 
JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU UNTAS ^ DI 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT R PACTTAN 

! - • - • • • ' 
\ B A B I 

i KEIENTUANUMUM 
i Pasal 1 
» • . ' . 
' ' ' •' 

Dalam Feraturan Daerah yang dimakaud dengan: 
a. : Da»ah, adalah Kabupaten Daer^ T m g ^ R Facitan; 
b. ; Pemerintidi - Daerah, adalah Pemerintah Kabiqiaten Daerah Tingjcat R 

• Pacitan; ^ ^ \ ' 
• c] Biqpati Kepalft Daerah, adalah Biqiati Kepala Daerah Tingkat R 

\ F a c i t a n • \ ' \-
±S DPRD, adalah Dewan Ferwaldlan Rakyaf Daerah Kabiq3aten Daerah 

I TingkatRFacitan; 
e. j DILAR), adalah' Dinaa Lalu Lintas dan An^oitan Jalan Daerah 

\ Kabiqtaten Daerah Unseat R Pacitan; 
£ i Jalan, adalah jalan yang dipeigunakan bag] lalu lintaa umum di 

I Kabiqtaten DaerahUngJc^RPacitan; 



g. j Rambu-rambu talu lintaa di jalan yang selanjutcya disebut Rambu, 
' adalah perlen^c^an jalan havpa. lambang, huru^ an^ca, kalimat dan 
e atau perpaduan diantaranya ywg bo&ngsi untuk memberi peringatan, 
I laranguQi perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan; 

h. ; Marka jalan, adalah s u ^ tanda ysog berada dipermukaan jalan atau 
j diataa penmikaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang 
: membe^uk garia m»nbujur, garia melintang. garia serong aerta lambang 
i lainnya yang berfimgsi untuk mengarabkan anu lalu lintas d**n 
; membatasi daerah kepentingan lalu lintaa; 

L i Alat pemberi isyarat lalu lintas yang selanjutnya disebut APILL, adalah 
; peran^kat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu imtuk 
i meogalur lalu lintas CMiing dan atau kend^aan dipersinqiangaa atau pada 
I niaa jalan; • 

' BAB n 
j PENEMPATAN DAN PEMASANOAN RAMBU LALU UNTAS, 
! MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI 

IS YARAT LALU UNTAS 
Pasal 2 

r . • . 

(1) Dengan Feraturan Daerah ini menehqikan Pengaluran lalu lintas di jalan 
; Kabupaten, Jalan Fropinsi serta jalan Nasional yang berada dalam 
; wil^rah Ibu kota Kabupaten Facitan, dilakukan oleh Kepala Daerah; 

(2) Perencanaao, pengadaan, pamasangan, pemeliharaan dan 
i peoyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas, maikajalan dan alat pemberi 
s isyarat lalu lintaa dilakukan oleh Biqiati Kepala Daerah dan ditet^)kaa 
I dengan Keputussn Biqiati Kepala Daerah. 

( , Pasal 3 

Alat, beuhilc; ukuran, lambang, jenis, warna dan fimgsi serta arti ronbu-
rambu lalu lintaa, marka jalan dm pemberi isyarat lalu lintaa sesuai der^an 
Ketentuan Fenmdaitg-undaiigaa yang berlaku. 

i 

BAB m 
= KEWAJIBAN DAN LARANOAN 

Pasal 4 

(1) Setiap pemakai jalan wajib mem^uhi rambu-rambu lalu lintas, marka 
I jalan dan alat pemberi isymBt lalu lintas, yang dipaaang dijalan 
! Kabiqioten Daerah Unseat I I Facitaa dan jalan Fropinsi serta jalan 
; Nasitmal yang berada dalam ibu kota Kabiqiaten. 

(2) Setiap orang atau badan faiikum dilaraog memtniat, memasaog, 
i mengadakan, menisak atau membuat tidak b e r & n g B i i ^ rambu-rambu 
j lalu lintas, marka jalan dan alat penaberi isyarat lalu lintas kecuali atas 
' izin Kepala DaerdL 
i ' ' 

T 

1 

t 

i 3 



j ' B A B IV 
; ; ;KErEimiANPIDANA 
I - - Pasal 5 

(IjUndakpidaoateittad^keteotuaa dalam pasal 4 ajTit (1) dapat dipidana 
] sesuai deogan ketentuan peraturan perunt^g-undmigan yang berlalai; . 

(2) Tindak pidana feihadr^ ketentuan Pasal 4 aynt {2) diancam dengan 
i pidana kurungan selttma-lamai^ 3 (tiga) bulan atau denda sebai^^-
{banyaloiyasebesarl^. 50.000,-(limapuluhribunq)iah). : 

(3) Undak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah 
{ pelanggaran. '• . • 

i ' BAB VI 
• I •• ^ KETENTUAN PENYIDIKAN 

i ' " Pasal 6 

(1) Selam oleh' poiyidik umum, pei^dikan terhadap tindak pidana 
t sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ̂ at (2), dilalodcan oleh penyidik 
> Pegawai Negeri Sipil dilin^oingan Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik sebagaimana 
\ dimaksud pada ayat ( I ) berwenang: 
; a menerima laporan atau peogaduan dari seseorang tentang adanya 
l tindak pidana;' 
i b. melakukaa tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menyun^ berfaeid seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

\ diri tersan^; 
^ d. melakukan peqyitaan benda dan atau surat; 
^ e. mengambil sidlk jari dan memotret seseorang; 
I £. memaoggil (U'sng untuk didengar dan diperikaa sebagai ter&angka 

atausaksi; ,; 
I g. mendatacgkan orang shli yang diperlukan dalam hubungannya 
i dengan pemeriksaan peikara; 
\ b. mengadakan pengh^QtiaQ penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
; pei^dik umum, bahwa tidak terd^at culaq> bukti atau peristiwa 
i tersebut bukan menqrakan tindak pidana dan selanjutnya melalui 
[ penyidik,̂  memberitahiikan hal tersebut kepada penuntut umum. 
I tersao^ataukeluarganya; 
I L mengadakan tindakan lain meminit huloirn yang d^at 

dipertan^qngjawabkan. 

j : • B A B VI 
- • I : KETENTUAN PENUTUP ) 

I Pasal 7 ; , 
- • . . ' 

Hal-hal yang beliim diatik- dalam Peraturan Daerah ini sepenjang meogenat 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. ' 

< • , .• ! . 

I • • • ^ \- • • 

. 1 



Pasal 8 

Peraturon Daerah Ini mulai berlaku pada tanggol diundangjcan, 

Agar supaya setirq) orang mengetaliuinya, memerintahkon pengtmdangan 
Ferntunui Doeiiili ini dengan menempatknimya dalam Lembarnn Daerali 
Kabupaten Daerah TingJcatH Facitaa [ 

• ^,OCVI^^£RWAKIlAN RAKYAT DAERAH 
Ml^^^miDf^'iif^ TINGKAT II PAQTAN 

Ditetaplcan di Ffutton 
pnda tanggal 3 Mei 1999 : , 

^B^UpPALA DAERAH TINGKAT II 

ML. NURDIN S.SOS 

1 » 

i 



i PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH UNGKAT B PAOTAN 
NOMOR 2 TAHUN 1999 

f 
• I 

, 5 • • • • TENTANG ; :; • , 
i ~ - • '. . -' .1 . • . - -

, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS. MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI 
^ ISYARAT LALU UNTAS DI KABUPATEN DAERAH UNGKAT n 

: P A C I T A N 

I PENJELASAN TTMUM 

Babwa memblna ketertiban, kelancaran dan keselamataa lalu lintas dan angkutan 
jalan di Kabiqsaten Daerah Ungkat U Pacitan perlu ptrencanaan. pengadaan, pemasangan 
atau pencmpatsn dan peiiTelecggsraan sarnna dan prasarana pengatur lalu lintas untuk 
memberikan informasi yang jelas kepada para penmkai jalan sesuai dengan Keputusan 
Menteri FeibubunganNomorKMSO, 61 dan 62 Tahun 1993. 

Bahwa rambu-rambu lalu lintas, maikajalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas 
w^ib dipatuhi bleh para pemalmi jalan dan perhi dijnga keamnnan, keutuhan dan 
kejelasaanya s 

Babwa yang dimaksud dengan ruas-nms j a l ^ ndalah Jalan Kabupaten Daerah 
U n s e a t n Facitan dnn Jalan Fropinsi serta Jalan Nasional yang berada dalam ibu kota 
Kabupaten Pacitm ; . > -

Bahwa ^ sebagai landasan hukum atas pengaturan rambu-mobu lalu lintas 
sebagaimana tersebut diataa perlu dltet^kan dengan Feraturan Daerah. 

J " 
n. PASAL DE]Vn PASAI, ' 

Pasal 1 I : Qikup jelas. 
Pasal 2 ayat (1) : Pengaturan lalu lintas di Jalan Kabupaten Pacitan dan Jalan 

Frqiinsi serta Jalan Nosicnol yang berada dalam Ibu'Kota 
> Ksbipalen Facitan diberikan tanda rambu-rambu lalu lintas, maika 

jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang secara teknis 
1 ditet^kan dalam Keputusan Biqiali Kepala Daerah disesuaikaa 
I dej^an perkembangan situasi dan kondifli di lapangaa 

ayat (2)^ : Culaqi jelas. 
Pasal 3 ' : V Yang dimaksud dengan Ketentuan Fenindang-undangan yang berlaku 

t adalah Keputusan Menteri Ferimbuogan Nomor KM 60 lahim 1993 
tentang Marka Jalan, Nomor KM 61 tahun 1993 tentang Rambu-

? rambu Lalu Lintas dan Nomor KM 62 tahun 1993 tentang Alat. 
; Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

Pasal 4 fi/d S J : Cuhq)jelas. • , 

' • • • oOo 

6 


